
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSISUMATERASELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN W ALIKOTA 
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan butir C poin 2 huruf b poin
(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
yang menyatakan Dalam hal Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/ atau terdapat
perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA
2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan
APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan
perubahan APBD TA 2023;

b. bahwa mempedomani ketentuan butir F poin 1 huruf f poin
1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
yang menyatakan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila
terjadi keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran
berjalan;

c. bahwa mempedomani ketentuan butir F poin 1 huruf f poin
14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
yang menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran
anggaran yang menyebahkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat b�rupa kondisi

mendesak ..... 
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mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di 
tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut 
dilakukan sebelum perubahan APBD, 
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam 
Peraturan Daerah perubahan APBD. Jika pergeseran 
tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan 
dalam LRA; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 6 7 36);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Peraturan ..... 
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Palembang Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 
Nomor 4), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 
direncanakan sebesar Rp4. 106.310.188.955,00 (empat 
triliun seratus enam miliar tiga ratus sepuluh juta seratus 
delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima 
rupiah), yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp321.772.413.736,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar
tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas
ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri
atas:
a. pendapatan hibah; dan
b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf a direncanakan sebesar Rp104.443.813.736,00
(seratus empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta
delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh
enam rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp217.328.600.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga
ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa17 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
direncanakan sebesar Rp4.359.437.725.573,00 (empat 
triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus 
tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima 
ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja ..... 
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a. belanja operasi;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp3.366.472.842.803,00 (tiga triliun tiga ratus enam
puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta
delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi; dan
e. belanja hibah.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl.815.985.586.898,00
(satu triliun delapan ratus lima belas miliar sembilan
ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh
enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan
rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl.452.297.177.834,00 (satu triliun empat ratus lima
puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta
seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh
empat rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp4.352.095.002,00
(empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan
puluh lima ribu dua rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rpl0.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp83.837.983.069,00
(delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh
tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam
puluh sembilan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9 

( 1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp985.730.811.062,00 (sembilan ratus delapan puluh
lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus
sebelas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja ..... 
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a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.903.000.000,00
(tiga miliar sembilan ratus tiga juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
RplS0.532.937.462,00 (seratus lima puluh miliar lima
ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh
tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rpl84.860.271.564,00 (seratus delapan puluh empat
miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh
puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp600.742.552.164,00 (enam ratus miliar tujuh ratus
empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu
seratus enam puluh empat rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp43.567.216.283,00 (empat puluh tiga miliar lima
ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu
dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp2.124.833.589,00 (dua miliar seratus dua puluh
empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus
delapan puluh sembilan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11 

Anggaran pembiayaan daerah tahun 2023 direncanakan 
surplus sebesar Rp253.127.536.618,00 (dua ratus lima 
puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus 
tiga puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan, dan
b. pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar 
Rp308.284.774.050,00 (tiga ratus delapan miliar dua ratus 
delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat 

ribu ..... 
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ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. 

Pasal II 

Ringkasan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal III 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota 1m, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang. 

2023 

/ YO

Diun , angkan di Paleml;>ang 
pad tanggal l O Apn. t.. 2023 

S DAERAH KOTA PALEMBANG, 

KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 9 
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SURPLUS/ (DEFISIT) (133.277 .287.563,00) (253.127.536.618,00) (119.850.249.055,00) 

6 PEMBIAYAAN 

6.1 PENERIMAAN PEMBIAY AAN 188.434.524.995
1
00 308.284.774.050

1
00 119.850.249.055

1
00 

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 188.434.524.995,00 308.284.774.050,00 119.850.249.055,00 
Sebelumnva 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 55.157.237.432
1
00 55.157.237.432

1
00 0

1
00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 44.157.237.432,00 44.157.237.432,00 0,00 
Jatuh Tempo 

PEMBIAY AAN NETTO 133.277.287.563,00 253.127.536.618,00 119.850.249.055,00 

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 0,00 0,00 0,00 
BERKENAAN 

HARNOJOYO 


